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B A B  I

P E N D A H U L U A N

1 * Latar lielakang
Di dalam mencari keadilan, menurut sistim hukum di 

Indonesia dapat dilakukan melalui Badan-badan PeradiJan 

yang ada, mulai dari badan peradilan tingkat pertama sampai 
tingkat terakhir* Bila ada putusan suatu Pengadilan yang 
dirasakan tidak/kurang adil oleh salah satu pihak yang ber- 
perkara, maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan per- 
mohonan pemeriksaan ulang atau kasaci. Ualam sistim hukum 
Indonesia, khususnya hukum acaranya, untuk menyalurkan ke- 
tidak puasan pj.hak-p.ihak yang merasa hak clan kepentingan- 
nya dirugikan, disediakan upaya-upaya hukum yaitu Verzet, 
Handing, Kasasi dan pcrmohonan peninjauan kembali terhadap 
putusan yang tel ah ruemperoleh kekuatan hukum yang tetap. 
Yang disebut terakhir adalah "upaya hukum istimewa, kare- 
na d.i porgunakars terhadap suatu putusan yang telah memper- 
oleh Kakuatan hukum yang tetap"^

Upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan Pe- 
ngadJlan yang berkekuatan tetap, menurut asal usulnya da­
pat dibedakan terhadap keputusan dalam perkara perdata dan 
perkara pidana, dimana pada masa sebelum Indonesia merdeka

^.Vantjik Saleh, Peraturan__Mahkarnah Aftunft K.Il. Np« 
Peninjauan Kembali Putusan Yanp, Telah Memperoleh 

keku-itan Hukum Yarn: Tetap, cet.I, Ghalia Indonesia, Jakar­
ta, 1980, h. .11.

1
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2

untuk perkara pidana diatur dalam Reglement op de Strafvor- 
dering (selanjutnya dicingkat Sv) dengan istilah Herziening, 
sedangkan untuk perkara perdata diatur dalam Reglement op 
de Rurgerlijke Rechtsvordering (selanjutnya disingkat B«Rv) 
dengan istilah Request Civiel* Kedua Reglement tersebut me- 
rupakan Hukum Acara pidana dan perdata yang borlaku bagi 

Pengadilan untuk orang-orang Kropa (Raad van Justitie), Wa- 
iaupun Herziening dan Request Civiel tidak terdapat dalazn 
Hukum Acara bagi bumiputra (H.l.R), naniun untuk gugatan Re­
quest Civiel sudah sejak lama dalam praktek diterima oleh
Landraad dengan memakai ketentuan-ketentuan B.Rv sebagai

2pedoman.
Sebelum melangkah lebih lanjut, ter3.ebih dahulu saya 

jelaskan arti istilah Request Civiel pada judul skripsi ini 

yang tidak lain adalah peninjauan kembali putusan pengadil­
an yang telah mempunyai kekuatan hukum yang bersifat tetap 
dalam perkara perdata.-^ Sedangkan alasan penggunaan istilah 

tersebut disamping mempermudah dan mempersingkat suatu pe- 
ngertian yang panjang, juga dalam perundang-undangan Repu- 
blik Indonesia pernah digunakan istilah request civiel un­

tuk hal yang sama, yaitu dalam Peraturan Mahkamah Agung 
No. I/I97? yang antara lain sebagai berikut: 

pSubekti, Kekuasaan Mahkamah Agung R«I«. Alumni, 
Bandung, I98O (selanjutnya disingkat Subekti I), h, 2J*.

^Subekti, Kamus Hukum, cet. II, Pradnja Paramita, 
Jakarta, 1971 (selanjutnya disingkat Subekti II), h. 8 8.
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3

a, dalam hal Menimbang angka 3 menyatakan "bahwa dalam si- 
tuasi yang demikian dapat diraengerti bahwa timbul kera- 
gu-raguan tentang apakah lembaga request ci.viel (dalam 
perkara perdata) yang sudah dikenal di Pengadilan-peng- 
adilan Negeri masih ada dan dapat dijalankan" (garis 

bawah dari saya);
b, dalam hal Menimbang yang disebutkan, 11. . . maka umtuk 

mencegah adanya keragu-raguan dan kehampaan (vacuum) 
dalam hal penin.iauan kembali putusan-putusan Pengadilan 
perdata. yang dalam praktek sudah dimungkinkan dengan 
request civiel di muka Pengadilan-pengadilan Negeri”, 
(garis bawah dari saya). Kalimat yang bergaris bawah 
menunjukkan bahwa istilah request civiel diterima dalam 

perundang-undangan Negara kita sebagai kata lain untuk 
peninjauan kembali terhadap putusan-putusan yang telah 
bersifat tetap dalam perkara perdata#■

c, dalam hal Memutuskan angka 2, menyatakan bahwa "Mengenai 
permohonan-permohonan peninjauan kembali yang di alamat- 
kan kepada Mahkamah Agung . • • diberitahu sekedar me-' 
ngenai putusan perdata bahwa mereka dapat mengajukan 
gugatan request civiel , . . ."(garis bawah dari saya).

Dari uraian di atas, jelas bahwa request civiel te­
lah diterima menjadi istilah yuridis yang sama artinya de~ 
ngan peninjauan kembali putus'an yang telah memperoleh ke- 
kuatan hukum yang tetap dalam perkara perdata. Maka sesuai 

dengan judul skripsi ini,, untuk eelarijutnya istilah yang
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dipakai untuk peninjauan kembali putusan perkara perdata 
yang telah bersii'at tetap adalah Request Civiel, sedangkan 
untuk putusan perkara perdata dan pidana, di dalam skripsi 
ini akan digunakan istilah Mpc*njnjauan kombali11.

Dalam skripsi ini saya akan rcembahas Request Civiel 
sebagai upaya hukum peninjauan kembali terhadap keputusan 
,en^adilan yang telah bersifat tetap dalam perkara perdata 
yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung too. 1/1980, dan 
pembahasannya di titik beratkan pada hukum acaranya.

Request civiel merupakan upaya hukum yang istimewa 
^ifatnya. Berbeda dengan .upaya hukum banding, verzet dan 
kasasi, request civiel dapat merubah putusan yang mompunyai 
kckuatan hukum tetap, Yang dimaksud dengan mempunyai kekua- 

tan hukum yang tetap adalah, bahwa putusan tersebut tidak

dapat dirubah lagi, dan disinilah letak "istimewa"-nya. 
Dalam sistirn peradilan di manapun, termaauk juga Indonesia, 
suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang te­
tap tidak dapat dirubah lagi. Hal tersebut karena berlaku- 
nya suatu asas yang berbunyi "nebis in idem11 yang artinya 
tidak boleh terjadi dua kali putusan dalam suatu perkara 
yang sama. Kendatipun demikian, demi keadilan dan kebenaran 
aorta diterimanya anggapan bahwa hakim adalah manusia biasa 
yang tak luput dari kekeliruan dan kesalahan, maka masih 
dimungkinkan mempergunakan lembaga peninjauan kembali.^

S/ant jik Saleh, on.cit.. h. 12-13.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi TINJAUAN REQUEST CIVIEL DALAM 
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO.1/1980

WIDODO



5

Dalam perundang-undangan Republik Indonesia, request 
civiel diatur untuk pertama kali dalam Undang-undang No. 19 
tahun I964 dan Undang-undang No. 13 tahun 1965 dengan isti­
lah peninjauan kembali terhadap putusan yang telah berke*. 
kuatan tetap, tetapi undang-undang pelaksanaannya belum ada. 
Hal ini menyebabkan Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan 
Mahkamah Agung No. 1/1969 yang mangatur tata-cara pelaksa- 
naan peninjauan kembali baik untuk perkara perdata maupun 
perkara pidana. Peraturan teraebut kemudian dicabut dengan 
Peraturan Mahkamah Agung No. 1/1971* tetapi dalam peratu- 
ran ini Mahkamah Agung mengingatkan kepada pencari keadilan 
dalam perkara perdata, bahwa lembaga request civiel yang 1 
dari dulu sampai sekarang berlaku di pengadilan-pengadilan 
masih tetap berjalan dan sementara dapat menampung permoho- 
nan-perntohonan peninjauan kembali untuk perkara perdata.^ 

Pada tahun 1970 dikeluarkan Undang-undang No. 1^ 
tahun 1970 yang juga mengatur tentang raasalah peninjauan ke­
mbali tetapi peraturan pelaksanaannya belum juga dikeluar­
kan. Lain dari pada itu request civiel inipun yang menurut 
Peraturan Mahkamah Agung No. 1/1971 pengajuannya seperti 
mengajukan gugatan biasa dengan berpedoman pada BRv dicabut 
kembali dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1/1976, raeski- 
pun lembaga penijauan kembali sangat dibutuhkan demi terca- 
painya keadilan dan kebenaran, tetapi peraturan pelaksana-

^Subekti I, op. cit.« h, 26.
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6

annya belum juga dikeluarkan untuk melengkapi hukum Acara 
Perdata di Indonesia. Akhirnya pada tanggal 1 Desember *8G 
dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1/1980 untuk me- 
ngiai peraturan pelaksanaan tentang peninjauan kembali pu­
tusan pengadilan yang berkekuatan tetap baik untuk perkar?. 
perdata maupun perkara pidana. Peninjauan kembali dalam 
perkara pidana dilakukan untuk pertama kalinya terhadap per­
kara "Sengkon dan Karta".

Dalam hukura acara perdata, Peraturan Mahkamah Agung 
No, 1/1980 melengkapi kekosongan dalam pengaturan mengenai 

upaya hukum request civiel, tetapi dalam hukum tata negara, 

Peraturan tersebut menimbulan masalah konstitusionil, yaitu 
masalah kewenangan Mahkamah Agung menetapkan suatu peratu­
ran yang menurut undang-undang harus diatur berdasarkan 
undang-undang pelaksanaan, namun kenyataannya Peraturan ini 
pernah diberlakukan dalam menyelesaikan perkara Sengkon dan. 
Karta. Adapun alasan yang dijadikan dasar pertimbangan Mah­
kamah Agung dalam mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 
1/1980 jelas tertera dalam konsiderannya yang antara lain 
pada bagian 2 menyatakan, bahwa, " . . .  tidak adanya sarana 
hukum lain yang memungkinkan menampung dan menyelesaikan per- 

masalahan peninjauan kembali sebagai upaya hukum yang sa»- 
ngat diperlukanVi Dapat disimpulkan kalimat dalam koneide- 
ran tersebut, bahwa kebutuhan akan lembaga peninjauan ken- 

bali sangat raendosak untuk mengisi kekosangan hukum acara. 
Berhubung yang diatur adalah materi hukum acara, maka me-
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nurut pendapat saya sandal tidak tepat seandainya bentuk 

yang dipakai oleh Mahkamah Agung dalam memperlakukan lemba- 
ca poninjiiuan kwubali adalah Yurisprudensi. Sebab pengerti- 
an dari yurisprudensi adalah suatu keputusan hakim terhadap 
wualu perkara yang dii.kut:i oleh hakim lain dalam memutuskan 
perkara yang sarca,^ Mengikat tidaknya yurisprudensi terha­
dap hak;i m dalarn menjatuhkan putusannya tergantung dari sis- 

t.itn liukum yang ada, dan bidang hukum yang mengatur hal ter-
i.ebut tidak lain adalah hukum acaranya. Jadi yurisprudensi 
itu diatur oleh hukurn acara, maka akan tidak tepat dan ber- 

tuntangan dengan ajaran hukum apabila iembaga peninjauan 
Kembali diatur atau diberlakukan melalui yurisprudensi,

Jadi pengaturan lembaga peninjauan kembali dalam ben­
tuk peraturan Mahkamah Agung itulah yang sesuai mengingat 

akan kebutuhan yang mendesak dan sifat sementaranya yang di- 
jadikan dasar pertimbangan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah 
Agung No, 1/I9ii0 tersebut.

d* Pormasalahan
Yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah: 

a* Tinjauan terhadap Peraturan Mahkamah Agung, yang memper- 
masalahkan Hukum Acara perdata, dalam hal ini request 

civiel;

^Apcldoorn, Penp;antar Ilmu Hukum. cet. XX, terjemah- 
an Supomo, Pradnja Paramita, Jakarta, 197X, h. 139*
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b. Memperbandingkan lembaga peninjauan kembali putusan yang 
telah bersifat tetap dalam perkara perdata atau request 
civiel menurut Peraturan Mahkamah Agung No* 1/1980, de­
ngan peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku di 

Tndonocia.

t<û nj:; jin^kup
I'embahasannya akan dibatasi dalam ruang lingkup:

a. Permacalahan-permasalahan hukum acara perdatanya;
b. Peraturan Mahkamah Agung No, 1/1980;
c. Peraturan perundang-undangan yang pernah mengatur masa- 

lah request civiel.

/
i\. Motodolofli

Motorie penelitian yang dipakai untuk mengumpulkan 
data bag! penulisan ini adalah riset kepustakaan, yaitu be- 
rupa buku-buku, majalah, surat kabar dan mass-media lainnya.

Pembahasan penulisan secara diskriptip dengan mem- 
perhatikan hal-hal yang bersifat yuridis, yang pada akhir- 
nya di anaiisa melalui studi perbandingan untuk menghasil- 
kan kesimpulan dan 6aran-saran.

*?• ■Siste.matika
Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab, dan 

tiap-tiap bab terdiri dari beberapa subr-bab. Adapun sis- . 
timatikanya adalah sebagai berikut:
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a. Bab 1 ; Pendahuluan, yang berisi latar belakang, perma- 
salahan, ruang lingkup, metodelogi dan sistimatika*

b. Dab II ; Pengertian request civiel dianibil secara etimo- 
logi atau art! bahasanya dan secara yuridis. Pengaturan 
macalah request civiel pada jaman kolonial Belanda de­
ngan BRv, yang diperlakukan pula di Landraad* Setelah 

Indonesia merdeka tidak pernah diperlakukan dalam suatu 
perkara. Meskipun diatur dengan undang-undang tentang 
pengaturan pokoknya, tetapi aturan pelaksanaannya belum 

pernah dikeluarkan, karenanya dikeluarkan Peraturan Mah­
kamah Agung No. 1/1980,

c. tfab III ; Mengenai prosedur pelaksanaan maupun -persya- 

ratan-persyaratan materi yang dapat diajukan sebagai- 
upaya hukum request civiel, mempunyai cara yang berma- 
cam-macam meskipun ada pula terdapat persamaan pada se- 
tiap pengaturannya dalam perundang-undangan yang pernah 
ada dan menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 1/1980.

d. Bab IV : Perbandingan dalam prosedur sebelum dan sesudah 
pelaksanaan serta luasnya materi yang dapat■diajukan se- 
bagai gugatan request civiel, menetukan pula sampai di 
mana kaadilan yang Jikorbankan karena kekhilafan hakim 
dalam menjatuhkan putusannya, dapat dijangkau oleh re­

quest civiel.
e. Bab V : Penutup, yang: terbagi dalam kesirnpulan dan saran.
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B A B  II

PENGERTIAN DAN PERKEMBANGAN REQUEST CIVIEL DI INDONESIA

1. Penffertian Request Civiel
Menurut arti katanya request civiel terdiri dari ka-

7ta request yang berarti, npermohonan!,# atau "surat permo-
8 Qhonan, rekes" dan kata civiel yang berarti "perdata" 7 a-

tau "sipil, bersifat perdata, yang bersaiagkutan dengan pen-
duduk/warga negara"1^, Gabungan dari kedua kata tersebut
merupakan suatu istilah hukum yang berarti, "peninjauan
kembali (tentang perkara perdata)"^, dan Subekti mengarti-
kan secara lebih luas yaitu, "penindjauan kerabali: putusan

(perdata) jang telah raemperoleh kekuatan hukum jang tetap,

kareaa’diketahuinja hal2 baru jang dulu tidak dapat dike-
tahui oleh Hakim, sehingga apabila hal2 ini diketahuinja,

12putusan akan berlainan11 • Sedangkan Tirtaamidjaja.aengar- 
tikan sebagai "pembaharuan pemeriksaan perkara"1 .̂

^Subekti II, loc. cit.
®Asis Safioedin, Daftar Kata Sederhana Tentang Hukum, 

eet. I, Alumni, Bandung, 1978, h, 177.

9Subekti n ,  op. cit,, h. 23.
■^Asis Safioedin, op, cit., h. 51.

U Ibid, h. 177.
■^Subekti II, op. cit., h. 88.
"^Tirtaamidjaja, Kedudukan Hakim Dan 3)jaksa Dan Atja- 

ra Pemeriksaan Perkara-perkara Vidana Dan Per data^L)jamha- 
tan, Jakarta, l9b2, h. 191.

10
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Dalam perundang-undangan Republik Indonesia, dike- 

nal istilah Peninjauan Kenbali Terhadap Putusan Yang Telah 
Memperoleh Kckuatan Hukum Yang Tetap, yang raempunyai arti 
lebih luas, karena meliputi perkara pidana dan perdata*

Istilah request civiel pernah dipakai dalam Peratu­
ran Makamah Agung No. 1/19?!, kata request civiel bersebut 
dimaksudkan peninjauan kembali putusan yang telah bersifat 
tetap dalam perkara perdata* Jadi istilah request civiel 
adalah istilah yang berasal dari bahasa asing yang diper- 

gunakan dalam bahasa Indonesia.
Karena pomaKaian istilah request civiel untuk per- 

tama kali dalam perundang-undangan kolonial Belanda, yang 

setelah kemerdekaan tidak berlaku lagi, maka istilah ini 
masih belum banyak dikenal orang*

Pada dasarnya pengertian dan maksud kedua istilah 
tersebut di atas sama, yaitu peninjauan kembali keputusan 
pengadilan yang bersifat tetap dalam perkara perdata, ha- 
nya prosedur pelaksanaannya menurut BRv berbeda dengan apa 
yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Mo. I/I98O.

Request civiel sebagai suatu upaya hukum yang berr- 
sifat istimewa ini, pada dasarnya menyimpangi asas Hne bis 
in idem", yang berarti pula dapat mengakibatkan ketid^k 
pastian hukum dari keputusan Pengadilan yang telah bersi­
fat tetap. Karenanya di muka Pengadilan, seseorang uapat me- 

nangkis atau mengadakan oksepsi atas dasar gugatan yang di 
ajukan itu telah diputuskan pengadilan dengan keputusan
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yang bersifat tetap, Tetapi memang Hakim sebagai manusia 
biasa tentu saja tidak luput dari kesalahan, karenanya 

diadakan lembaga request civiel, dengan raaksud "pertama- 
tama memperbaiki suatu kechilafan ('dwaling', 1 error1) Ha­

kim pada waktu mengambil keputusannja"^. Hal tersebut se- 
mata-mata untuk mempertahankan keadilan dan kebenaran,. ka­
rena "alat-alat untuk memperoleh kebenaran jang sempurna 
memang tidak memberikan djaminan sepenuhnja . . . karena
kechilafan Hakim itu, maka mungkin seeeorang jang sebenar-

1 trnja tidak bersalah, telah didjatuhi hukuman" . Selanjut­
nya menurut Abdulkadir Muhammad, bahwa "peninjauan kembali 
itu bukanlah raenghilangkan kepastian hukum dari putusan ha­
kim, melainkan justru mempertahankan keadilan itu sendiri 

dan memberikan kepastian hukum kepada perbuatan yang adil"^
Tidak dapat disangkal bahwa request civiel memperta­

hankan keadilan, tetapi telah memberikan ketidak paatian 
terhadap keputusan pengadilan yang menurut hukum telah ber- 
eifat tetap, Hal ini rnirip dengan panjelasan van Apeldoorn 
tentang hakim yang dapat raempergunakan penafsiran bebas un­
tuk menghilangkan atau mengurangi ketidak adilan, tetapi

17mengurangi kepastian hukum '• Nampak disini kadang-kac* ̂ ng

1,+lbld, h. 1 1 1.

15Ibid.
■^Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, 

Alumni, Bandung, 1978, h. 251.
17'Apeldoorn, op. cit., h. 2 5.
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kepastiaa hukum terpaksa harua dikorbankan demi untuk mem- 

pertahankan keadilan* Tetapi penggunaan lembaga ini hanya 

daia» hal perkara tertentu aaja yang bersifat. istimewa dan 
tidak bersifat terus menerue, mungkin dalam seribu perkara 
yang diputuskan hakim dan telah memperoleh kekuatan hukum 
yang tetap, munculah satu perkara yang dikemukaka® oleh 
yang berkepentingan dengan alaaan putusan itu perlu dila-

T O
kukan peninjauan kembali.

Memang, meskipun lembaga request civiel diperkenan*- 
kan untuk meninjau kembali keputusan pengadilan dalam per­

kara perdata yang telah bersifat tetap, namun tetap dijaga 
adanya kepastian hukuni dengan memberikan persyaratan-pejr- 
syaratan yang ketat, dan dllain pihak lembaga ini tetap 
mempertahankan kebutuhan akan keadilan.

Di dalam hukum acara pidana dikenal upaya hukum her- 
ziening, yang juga merupakan lembaga hukum peninjauan kem­
bali. Berbeda dengan request civiel, upaya hukum ini menin­
jau kembali putusan pengadilan dalam perkara pidana yang 
telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, Pada jaman pen- 
jajahan Belanda, herziening diatur secara terpisah dengan 
pengaturan request civiel, yaitu pada Reglement op de Straf-
vordering (Sv). Setelah Indonesia merdeka, kedua upaya hu~ 

t
kum tersebut pengaturannya dijadikan satu dalaip perundang- 
undangan national kita dengan istilah peninjauan kembali

^Abdulkadir Muhammad, op.—cftt. r h. 251-2^2
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putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
Jadi dasar hukum request civiel berbeda dengan herziening, 

yang satu terraasuk dalam hukum acara perdata dan yang lain 

merupakan bagian dari hukum acara pidana.
Mengenai istilah request civiel itu sendiri, menu­

rut homat saya dapat dimasukkan menjadi istilah hukum da- 
lam bahasa Indonesia,dengan ejaan tulisan "rekes sipil".
Hal ini sesuai dengan terjemahan dari kata request yaitu 
rckes*^, dan terjemahan kata civiel yaitu sipil^0. Dengan 
pemakaian kata request civiel menjadi rekes sipil, maka 
akan memperkaya perbendaharaan istilah hukum kita dan mem- 
perjelas pengertian peninjauan kembali putusan pengadilan 
yang telah mempunyai kekuatan hukum yang bersifat tetap, 
yang mengandung dua arti yaitu untuk perkara perdata dan 

perkara pidana*

2. Perkembangan Hequest Civiel di Indonesia
Di Indonesia lembaga hukum request civiel untuk per- 

tama kali diatur dalam BRv, yaitu hukum acara perdata yang 
berlaku untuk Raad van Justitie atau Pengadilan untuk 
orang-orang bangsa Eropa yang ada di Indonesia. Namun demi- 
kian gugatan request civiel ini sudah sejak lama dalam prak- 
tek diterima dan diberlakukan oleh Pengadilan Negeri jaman

yAsis Safioedin, on. cit-. h. 17V.

20Uaiji, h. 51.

1Q
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Colonial Yolanda yaitu landraad, dengan memakai ketentuan-
ketentuan :<ilv ucoac>ai 1 pedoman1 ̂ . Jolas praktek ini ber-
li'Lanf'.'* n uengan p; t;al pl)5 liorzieiie Indonesisch Kcglement
(/an/ m l an ju Iny'» Ji singkat UliO yang berbunyi sebagai ber-

•«ut, ".\-iktu adiJ i perkara dihadapan pengadilan negor i.
r- -.i'.a t i dal< aap-ii di pornatikan at jar a jang lebih lain dari
' i J<j <ii tontuKan dalam roglement ini". Ilamun demikian
l i it. i i jj.-r i-ia.uk; n rneskipun untuk Landraad scharusnya rao-
* i Ik ycbagai pedoman. Tepatlah apa yang dikatakan Sa~

, bah1:;a oleli para ahli hukum pada waktu itu pasal
■. !i 1 ti ;judah 'uitgehold' oleh praktek pengadilan negeri,

22y .n,; artinya nudah digerogoti sampai kosong.
^Dtelah Indonesia merdeka, tidak ada kesatuan pen 

dup.jL rncfigcnai dibutuhkannya lembaga request civiel. ^ 
a 'A jjjjutnya ^utlikno i-.ertokusumo juga memberikan dua contoh 
iv.:rmLu..un pengadilan tinggi yang saling bertentahgan, ya- 
l tu i'0[i,;adilan Tinggi Medan yang dalain putusannya tanggal 
,, ,.uli menyatakan bahwa lembaga request civiel tidak
diDuiuriA'-n dan berLebihan, dibandingkan dengan putusan Pe- 
r ,,.i i.t i in i'inggj Jakarta tanggal $0 Januari 19b7> yang ber- 
ii'snaupzi bahwa request civiel dalam acara HIH dibutuhkan.2^

^oubekt.i. IT, Qxu— £ii«»
u iiuockti, hukum1 Acara Perdata. cut* I, Ekonomi, 

iiandung, 1977> b. 16/+.
L ̂ udikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata, cet. II, 

T.iberty, Jogjakarta, 1979? h. !??•

h id .
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Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo sendiri ingin 
mempertahankan request civiel eelana belum ada peraturan 
tentang peninjauan kembali putusan yang telah memperoleh 
kekuatan hukun yang tetap.

Dalam perundang-undangan Republik Indonesia barulah 
pada tahun 1971, dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 
1 /1 9 7 1 yang pada bagia# 2 mengingatkan bahwa, "eekedar me- 
ngenai putusan perdata, mereka dapat mengajukan gugatan 
request civiel menurut; cara gugatan biasa dengan berpedor 
man pada BRv"* Tetapi peraturan ini tidak.dapat bertahan . 
lama dan belum pernah dijalankan, yang kemudian dicabut 

kembali oleh Peraturan Mahkamah Agung No. 1/1976 pasal 1, 
dan .pembatalanaya terhadap perkara-perkara yang terlanjur 
masuk diatur oleh pasal 2, yang secara keseluruhan peratu­
ran tersebut berbunyi aebagai berikut:

Pasal 1: Mencabut Peraturan Mahkamah Agung No. 1/1971 
dan Peraturan-peraturan Mahkamah Agjing serta 
Surat-surat Edaran yang mendahuluinya menge- 
nai soal peninjauan kembali putusan-putusan 
Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hu­
kum yang tetap.

Pasal 2: Perkara-perkara yang telah terdaftar di‘kepa- 
niteraan Mahkamah Agung sebelum peraturan ini 
dikeluarkan, diselesaikan berdasarkan pasal 1. 
£gariB bawah dari saya]

Yang dimaksud "diselesaikan berdasarkan Pasal ln, ialah 

dicabut kembali*
Sebelum tahun 1971, lembaga hukum peninjauan kemba­

li putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap,
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dalam undang-undang ttjah diatur tetapi hanya peraturan po- 
koknya, yaitu L'ndang-undang No. 19 tahun 1-96̂  tentang Keten- 
Luan Pokou KeKuasaan K6hakiman pasal 15, Undang-undang Mo,
I s  ioitti l Pengadilan jalam Lingkungan Peradilan
'.'•ur/i j;:m Mohkaman Jigunfj pasal $1 dan Undang-undang No. \.t\. 

tahu 1 1.W O  tentan,', PokOk-pukok riekuasaan Kehakirnan pasal. d l . 

.:<ia uaKarnya paaal-pcuJai dari undang-unuang tersebut di a-
1

tad otnrn tentang:
a. diperoolehkan peninjauan kembali oleh Kahkamah Agung ter­

hadap keputusan pengadilan yang telah bersifat tetap, 

ba.ik perkara pidana maupun perdata;
b. keputusan yang dimintakun peninjauan kembali harus memo- 

nulii syarat-syarat dan memakai prosedur yang ditetapkan 
oleh undang-undang.

Undang-unuang pvAtmsana.un yang mengatur tentang sya-
r-a-fsŷ r.it aan prosedur peninjauan kembali hingga sekarang

1. iuak p e r  11 an viik ' l u a r k a n ,  walaupun lembaga i n i  semakin di~
butuhkan. Hal ini yang menjadi sebab mengapa Mahkamah Agung
rnungr: 1 uorkan peraturan yang borisi tentang persyaratan-per-
syaratan aan prosedur pelaksanaan lembaga peninjauan kemba-
li. 1. ntuk pertama kali yang dikeluarkan i«lah 'eraturan
1 akkamah Agung No. 3 Winn l % 9 , yang dalam konsiderannya

r»-.,nje I ackan bahwa:
J. Dahwa b a n j a k  sekdli o l e h  p a r a  p e n tjari keadiJ.an dia- 

aj-.it-:,n permol .onan k ^ p a u a  K n g  djli.n iNet>u:‘i ;»tau ae- 
tjara langsung kepada Mahkamah Agung untuk mendapal- 
kan penindjauan kembali putusan Pengadilan jang te- 
J.an memperoleh kekuatan j a n g  u * t a p ;
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2. bahwa ternjata banjak dari permohonan tersebut mem- 
punjai dasar2 jang kuat, sehingga apabila tidak da­
pat diterima hanja karena lembaga itu jang menurut 
pasal 31 undang2 No. 13 tahun 1965 mendjadi v/ewenang 
Mahkamah Agung, belum ada undang2 jang mengatur pe- 
laksanaannja, akan menimbulkan rasa ketidakpuasan 
dan ketidak-adilan,

Konsideran tersebut di atas ntenunjukkan betapa pentingnya 

dan dibutuhkannya lembaga peninjauan kembali, yang terpaksa 
belum bisa terpenuhi, karena terbentur belum adanya undang- 
undang pelaksanaannya. Tetapi Peraturan Mahkamah Agung ter­
sebut tidak pula bertwmr pan jang, karena dicabut oleh Per­
aturan Mahkamah Agung No. 1/1971. Jelas dalam konsideran- 
nya kegagalan Mahkamah Agung mempertahankan lembaga penin­
jauan kembali yang ttilaii diatur dalam peraturannya yang 

terdahulu. Konsiderafl Peraturan Mahkamah Agung No. 1/1971 
menyatakan sebagai berikut:

2. bahwa dengan curat edaran tanggal 23 Oktober 1971 
No, 18 tahun 1971 kemudian memberitahukan kepada se­
mua Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, 
bahwa Peraturan tersebut belum dapat didjalankan ka­
rena raasih diperlukannja peraturan lebih landjut me- 
ngenai beberapa soal, seperti tentang biaja perkara 
dan peralihan mengenai permohonan-permohonan jang 
sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Tinggi dan 
lain sebagainja.

Alasan yang diberikan dalam konsideran tersebut di atas,
menurut hemat saya hariyalah untuk menutupi ketidak mampuan
Mahkmah Agung mempertahankan lembaga peninjauan kembali
yang pelaksanaannya telah diatur dalam Peraturan terdahulu.
Verlepaa dari persoalan konstitusionilnya mengenai wewenang
Mahkamah Agung yang tercantum dalara pasal 131 Undang-undang

No. 1 tahun 19>0 tentang susunan, kekuasaan dan jalan peng-
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adilan Mahkamah Agung di Indonesia, jelas Mahkamah Agung te­
lah berani mengeluarkan peraturan tentang peninjauan kemba­
li, yang kemudian dicabut oleh Mahkamah Agung itu sendiri. 
Sebenarnya menurut pendapat saya kewenangan Mahkamah Agung 
raengatur sendiri persoalan yang tidak atau belum diatur da­
lam undang-undang, dapat mengeluarkan Peraturan yang justru 
melengkapi kekurangan pengaturan yang dijadikan dalam kon­
sideran Peraturan Mahkamah Agung No* 1 tahun 1971• Walaupun 
Peraturan tersebut memberikan peluang bagi pelaksanaan re­
quest civiel dungan persyaratan dan prosedur seperti yang 
pernah dijalankan oleh Landraad, tetapi peluang yang bersi- 
fat mengingatkan inipun dicabut oleh Peraturan Mahkamah A- 

gung sendiri No. 1 tahun 1976.
Setelah bertahun-tahun tidak ada lagi pengaturan 

tentang pelaksanaan lembaga peninjauan kembali, barulah 
pada tahun 1980 Makaraah Agung mengeluarkan Peraturan Mahka­
mah Agung No. 1/1980 tentang Peninjauan Kembali Putusan Yang 
Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Yang Tetap. Dalam konsider- 
annya nomer 3j dijelaskan bahwa Mahkamah Agung telah menga- 
dakan rapat kerja di Dewan Perwakilan Kakyat tanggal 19 No- 
pember 1980, dan memandang perlu mengeluarkan peraturan ten­
tang peninjauan kembali sambil menunggu dikeluarkannya per­
aturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu.
^ang dimakeud dengan peraturan perundang-undangan ialah un- 

dang-undang mengenai pelaksanaan lembaga peninjauan kembali 
atau undang-undang Hukum Acara Perdata dan Pidana. Peratu-
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ran ini hingga kini belum dicabut, bahkan untuk peninjauan 
kembali putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yung 
tetap dalam perkara pidana telah diberlakukan dalam prak- 
tek terhadap perkara Sengkon dan Karta.
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B A B III

-Ll Ii';j AiJAII YUlV'I j i s  'i’̂ HAUAP P^ATUKAi. P lJkUN^ANG-UKUAMCAM

: .iKVAfi.; civ'Xj.:'l

I. TIn.iauan Yuridis Peraturan Perundang-undangan Tentang 

. o»iuot>l Civiiil Jebellum Peraturan Kahkamah A^ung ho. 1/

I y . >,
Ji.-cara ĝ r'U; bosar, peraturan perundang-undangan 

fi request civieJ sebelum dikeluarkan Peraturan hah- 
f an an Agung Mo. I/I90O, dapat dibagi menjadi 2 (dua) ba- 
. i =*n, yai.tu pengaturan request civiel menurut HRv dan pe- 
. ••■auran menurut perundang-undangan ,iepublik Indonesia,
.» .o.Uir, Peraturan ‘-.ahkamah Agung JO, 1/19^0.

Pur.gaturan request civiel menurut Bi<v.

rasal HP v menentukan tentang kcivenangan hakim
,<rit-jk mengajukan request civiel. Pasal tersebut menyata- 
. in baii°j;a oa^a pukoknya gugatan request civiel diajukan 
ui.jjjJd oerigadi.1an yang vonisnya dimintakan peninjauan kem- 
u- K , hingga pengadilan tersebut yang mempunyai wewenang 
untuk mwngaciakan peninjauan kembali. Tmtang kowenangan 
uengaaili gugatan request civiel ini, .-ietnowulan Sutantio 
dan Jskandar ueripkartav/inata antara lain inenjelaskan se- 
tKgai berikut:
(1) Yang termasuk wewenang Pengadilan Jegeri.

npabila asas “laatste reseort'1 dlpegang teguh, maka 

yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri adalah putu-

21
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san-putuuan verctjek yang terhadapnya tidak dapat di- 
ajukan nor'1 aw.aan lagi dan putusan-putusan yang tidak 
(i*jpat diminlakan oanding. Menurut pendapat r..; /a bahwa 

yanr '‘niLaksud "iaatste ressort" ialah wilayah (penga- 
:ilan) terakhlr y^ng tidak memungkinkan lagi diminta- 
kan handing, karoha memang tidak dapat diraintakan ban­
ding. ApabLla asas ini tidak dipergunakan, in aka terina- 

.,uk pula:
ia) Putusan yang permohonan bandingnya tidak diterima;
(b) Putusan yang telah tidak mengajukan banding, 
rutusan-putusan tersebut Lcntunya merupakan putusan 

porlawanan.
( <? ) Yang tcrrnaGUk wew^nang Pengadilan Tinggi.

..'owenang Pengadilan tinggi untuk mengadili. permohon­
an request civiel cukup luas, bahkan sebagian besar 
perkara-perkara request civiel merupakan wcwenang Pe­
ngadilan Tinggi. Asas "laatste ressort" bukan merupa- 

kan persoalan lagi, karena Pengadilan Tinggi rnerupa- 
«an "laatsto ressdrt". Asas "op tegonspraak" masih 
berlaku. AoabiJa dalam Pengadilan Tinggi dalam taraf 
banding oelusai dengan perdamaian (dapat tidaknya 
„ -.rKara pada taraf banding diseleaalkan dengan porda- 
rnaian, hingga kini masih merupakan persoalan),tidak 
ai.perkenankan mengajukan permohonan roquost civiel, 
Vang termasuk wewenang PengadiJ an Tinggi adaLali:
(a) putusan f.ahkamah Agung yan/, permohonan kasasinya

d'ti
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li. flak uapat di tor in,a;

{l) puiuaan yan,; permohonan oandingnya ditori.ma dan 
u u t u ' ’en̂ 'jd'i ian ..egeri yan(., dikuatkan;

(cf/iuujari ya/ir .permohonan bandingnya diter.ima, tc-
i.a[ji . ■ ̂ Qatalik.Mn putuaan Pengadilan i'.egeri dan 

i i. I sendiri ;
! }AitUou! yan*. pennohonan ’ ndingnya diterin.a dan 

purbu.iki isepu tunan Pengadi.L n - o^eri ;
(jutuGati !:ahkunah Agung yang tr.enolak permohonan 
kasaci, oleh karena irionyangkut poni'Jaian i'akta* 

t'•) ran*1, termasuh wev'/enang Mahkamah Agung.

(a) putucan kasarji Mahkamah Agung .yan - membatalk&n 
keputusan i'engauilan Tinggi clan menguatkan kepu- 
tuGan i-’engadilan Tegeri;

(b) putusan kasacl Kahkamah Lgung yanp, mombatalkan 
kedua putusan pengadilan turaahuJu, dan T'ahkama!: 
A.t'unr mei.gadtj.i sendiri;

(c) Gornua putusani Mahkamah Agung, kecuali yang dice- 
outkan ciaiam huruf a aan e yang telah d'lsebutkan 
oooagai v.ev:ermm" rengadilan 'in^gi.^k

Sulanjutnya menurut keputusan-keputusan dari ’aad
i

yj-.A\ » j u gtitle y a n , -  terdapat da.larn j.et InuLdch 'i'ijdschrii ft 
vaii lit; t nwcht (•i.isin̂ ât V), ternyata terhadap request c * -

^  \otiiowul an .jutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 
hukum Acara Perdata i>alarn i'eorl dan Praktok. cet, I, Alum­
ni > B.uidung, 1979, h.
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v i c I i I oerkertankan ii'iluk mengajukan band!ng« ' iJalar-i pujaJ 
..'V .i.i LI-.on tjar̂ va t i d a k  diperbolehkan mengajukan 

r  ujeuL c i v i c !  kedua, isote'Iah r e q u e s t  c i v i e l  pertama ditc- 
rii.a acau dlu< lak. I'etupi dalam Bc’v tidak disebutkan ana- 
. n. r>. JUi.Lil civLu'L uapat dibanding atau dikasasi.

lUaaan-aIajan yang dapat dipergunakan mengajukan 

ntu,L nan request cavdel diatur dalam pasa] $82 d>i'\> yang 

<• Cur a gariis ueyarnya 'berisi sebagai uerikut:
civiel dapat diajukan dari keputusan-keputusan 

jurij lolah memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau yang 
tidak diperkenankan untuk banding, juga kot;uluuan vt^piek 

.yon-; tidak diperkenankan verzet, dengan alasan-alasan se- 
oagai b<?rikut,
(1) oi.La dalam keputusan terdapat kebohongan atau tipu-

rnuslihat dari lav:an, dan sumpan lawan yang diperintah-- 
kun oleh Hakim karena jabatannya dinyatakem palsu 
oleh Hakim piuana, kecuali sumpah yang dalam artikel 
pacal 1966 B\V (yang dimaksud disini ialah BW 'ielanda 
dan dalam 13'V Indonesia pada pasal 19-9) ayat 1; 

ik) rjpabila keputusan pengadilan mengandung hal-hal yang 
I dak dituntut oleh penggugat;

(5) apabila pengadilan dalam keputusannya rnelebihi dari 
apa yang dituntut o.leh penggugat;

(/r) apabila pengadilan tidak mengambil keputusan sebagian
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dari tuntutan karena lupa atau laJai;
(5) apabila dala;n pihak-pihak yang sama, dengan alasan 

yang sania dan oleh Hakim yang sama pula diputuskan 
hal-haJ yang saling bertentangan, dalam putusan ter­

akhir;
(6) apabila ciaiam sat'u putusan yang sama ter dapat peneta- 

. ?nbtapan mengenai hal-hal yang saling hertenta- 
ngan;

/) apabila putusan berdasarkan bukti surat atau dokumen 
yang setelah keputusan dijatuhkan dinyatakan pal8u;

(6) apabila setelah keputusan Hakim dijatuhkan, dikete- 
mukan berkas-berkas dokumen yang bersifat roenentukan 
yang tadinya oleh salah satu pihak aisembunyikan.

Pasal 393 mcnambahkan alasan permohonan request 

civiel yaitu bagi mereka yang dibuwah umur, yang sebelum- 
r.ya tidak mondapatkan perhatian atau pembelaan.

luenurut pasal 58*t bahwa dapat mengajukan alasan 
untuk menarik kembali sebagian dari vonis, apabila bagian- 
oagian lainnya dari vonis tersebut tidak tergantung pada- 
nya.

Nengenai batas waktu pengajuan permohonan request 
civiel, b»iv mongaturnya sebagai berikut:
(1) untuk batas waktu biasa, menurut pasal 38b ayat 1 dan 

ayat ^berisi sotiagai beriKUt,

(0) ayat batunya menyebutkan bahwa request civiel ct>- 
Letapl'an jan^ko waktu terhitung waktu 5 (ti •>;&)
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bul.an sojak diucapkannya von.i.s, atau bagi keputu­
san vtjretek mulai pada hari tidak berlakunya pe- 
ngajuan vcrz6t.

(b) ayat duanya menyebutkan bahwa bagi hal yang me- 
nyangkut pacal 383 (alasan di bawah umur), baru 

mulai pada hari setelah yang bersangkutan rnenja- 
di dowasa.

(S) untuk batas waktu apabila yang dikalahkan meninggal 

aunia. Menurut pasal 386 BRv, diperlakukan pasal 2if].
(3) untuk batas waktu yang di dalamnya ada kepalsuan, pe- 

nipuan, diketemukan berkas-berkas baru dan sebagai- 
nya. Pasal 387 menyebutkan bahwa mengenai hal-hal 

yang telah disebutkan di atas, mulai hari. diketemukan 
atau diketahuinya kepalsuan, tipu muslihat, berkas- 
berkas baru, yang dengan secara tertulis dapat dibuk- 
tikan.

(if) untuk batas waktu jika ada pertentangan-pertentangan. 
Hasal 388 menentukan bahwa apabila terdapat pertenta- 
ngan dari voois-vonis, maka request civiel mulai ber- 
laku sejak dijatuhkannya vonis terakhir. Jika hal ini 

dijatuhkan dengan verstek, dimulai dari waktu tidak 
dapat berlakunya verzet,

(̂ ) untuk batas waktu yang memerlukan hasil dari putusan 
pengadilan lainnya yang masih berjalan sidangnya, ma­
ka request civiel' rnenunggu keputusan pengadilan terse­
but. Apabila sidang request civiel telah berjalan,
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maka ditentukan oleh keadaan apakah diteruskan atau 
diskhors, hal ini diatur dalam pasal 389 ayat 2,

Cara pengajuan request civiel menurut pasal 390 HRv, 
diajukan menurut cara gugatan biasa, dan diajukan kepada 
pengadilan yang putusannya dimintakan peninjauan kembali. 
Gugatan request civiel menurut pasal 392 BRv' tidak mengha- 
langi pelaksanaan putusan hakim yang ditentang, dan juga 
tidak dapat dihalangi dengan putusan hakim. Apabila guga­

tan request civiel telah diterima, menurut pasal 39*f ayat 
^ maka putusan akan dicabut, dan para pihak akan dikemba- 
likan kedudukannya seperti sebelum adanya keputusan. Ayat 
duanya menyatakan bahwa apabila mengenai vonis-vonis yang 
bertentangan, maka vonis pertama saja yang mempunyai keku- 

atan berlaku. Gugatan request civiel hanya boleh diajukan 

satu kali.

b. Pengaturan request civiel menurut perundang-undangan 
Republik Indonesia, sebelum Peraturan Mahkamah Agung 
No. 1/1980.

Dalam perundang-undangan Republik Indonesia, kewe- 
nangan pemeriksaan gugatan request civiel dlpegang oleh 
Mahkamah Agung. Sedangkan luasnya materi yang dapat diper- 
gunakan sebagai alasan pengajuan request civiel, sebelum 
dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1/1980, hanya di­

atur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1/1969. Undang- 

undang yang mengatur masalah peninjauan kembali, hanya me- 
ngatur aturan pokoknya saja.
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Poraiafar. mahkamah Mgung No, 1/Jy69 berisi aiasaJah 
utiii j nu auari KC.-Miui i pu lusan yang telah memperoleh kekuatan 
hukuu. jail;; le la p oaiic dal am perkara pidana raaupun perkara 
pumata. ..enurui pasal 1 Peraturan «• ahkamah Agung i.o.
L -fi <, syarat-syarat untuk pengajuan peninjauan kembali 

lerna«<ap putusan yang telah bersifat tetap ialah:
a. apaoila putusan itu dengan jelas rnemperliha tkan

suatu koKhilafan hakim atau sosuatu rieke]iruan yang 
inenyo I ok;
apabila telah dikabulkan sesuatu hal yang tidak di 
tuntut atau lobih dari yang dituntut;

c. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan beJurn 
dinutus tanpa dipertimbangkan sebab-sebaonya;

d. apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai se­
suatu soal yang sama, oleh pengadilan yang sama a- 
tau sama tingkatnya telah diberikan keputusan yang 
satu sama lain bertentangan;

o. apabila dalam suatu keputusan teruapat ketentuan- 
ketentuan yang satu sama lai * bertentangan;

f. apabila putusan didasarkan padc suatu kebohongan a- 
tau tipu rnuslihat dari pihak lav/an yang diketahui 
setelah perkara di.putus atau pada suatu keuerangan 
saksi atau surat-surat bukti yan<; kemudian oleh ha- 
;vim dinyatakan paJ.su;

g. apabila setelah perkara di putus, aiketemukari surat- 
surat bukti yang bersifat menentukan, yang pada 
waktu perkara diporiksa, tidak dapat diketemukan.

»>alam . lasan-alasan *>,*rse;)ut di atas, yang diatur dalam 
bagian a., mempunyai arti yang sangat luas dan relatif. 
Sainpai. sejauh man a yang d'inamakan kekliilafan hakim atau 
kekoiLruan yang meny61ok dapat dimintakan peninjauan kem­
bali, menurut pendapat saya masin menjaJi persoaian. Ana 
d o  Lkn;ya juga kriteria tersebut dimasukkan, karena untuk 
menampung aJ asan-a3 asan yang tidak d Lsebutkan a: lam kri le- 
ria lainnya tetao.i memang pantas untuk dimintakan penin­

jauan kembali. t enurut pendapat saya sobenarnya kriteria
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i u i ’ov o a t  t ,,j ru a .^taa a r a a a a  n o r i u  uiadai r ianay a  LO!i:ba^a pe r . i -  

j : i u a r; Uun.bal i t e r h a d a p  p u t u a a n  no n ^a o i  J a a yan^‘ leLal .  u a r -  

..,; f a t u  Lap.

r'asa i ti P< raturan /.ahkaman Agunc«; tersebut, morî a- 
t'.ir toatar., • ».ro«udur pou£ajuan nermohonaii poninjauan Kgc- 
u , i. ./'Jam ayat 1 pasaJ ini disobutkan bahwa van,: borhak 
n.»:i. •-.,J'ik*»n nor/rjohonan peninjauan êii.nal'i terhadap putusan 
van, telah uors.i.fat tetap ialah pihau yanr berporkara atau 
a'1 w'rinnya, atau sadoorang yang secara ki.usus aiKua£i!!-
- in untuk mengajukan perinohonan itu. Perinohonan tersebut 

..onurut ayat duanya harus diajukan dalam jan^ka waktu t> 

:ti.fu) bulan sotelah putusan itu t'ida'-, dapat la^'i diajukaa 

;ujr! av,anan banding atau kasasi, jika putusan itu ole!, sua- 

t.i rjcn*;adilan di pulau Jawa dan kadura. Untuk putusan pe

r. >u.iian dl luar daw a dan i-.ariura, jau^ka waktunya a (•’nam) 

b i l ar» • aval tiga pasal. i/ji irionyobu tkaa bahv/a apabila ■ >%. r- 

!i. vhoaan ui. uasarkan ot:n' alasan uiKwtanui atau dikutamukun 

r»al-ha I baru atau surat-surat buuti baru yan*; dalwilu tidak 

uikei.orcukan maka jan^ka waktun.ya liga atau enasfl bul an so-

- i an dik«: ta i  u i n y a  h a i - h a l  y a n . ' ba r u  •. t a u  d i k e t e m u k a n  s u ­

r a . j u r a t  b u / t i .  t c r s a b u t .  .-alam a y a t  /| .Jai: ay a t > d i . j e j . a s~

* ai t u n  t an  c a r a - c a r a  p o n ^ a j u a n  p e r ^u tu  nar . , ya i t u :

/urrr.onunan h a r u s  d i a j u k a n  s e c a r a  t c r t u  i i s ,  ..iur. -an n<e- 

ny oou Utan s o j e l a s - j e i a s n y a  a J a s a / i  > a a a:i j a d  i v . a:, d a s a r  

•orn.chonan i . ta aan  d i inaaukkan ke i..—-.. ui t o r a a u  \  ir . a J i l -  

an yan, ;  t e i  ah r;.et;ia l uska r r  p o r k a r a n . / a  t e r s e b u t ;
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b. apabila pemohon tidak dapat menulis, maka ia diperbo- 
lehkan menguraikan permohonannya secara lisan di hada- 
pan Ketua Pengadilan tersebut, yang akan membuat cata- 
tan permohonan itu.

Selanjutnya ayat 6 pasal. 2 tersebut menetapkan, bahwa se- 
lambat-lambatnya dalam .waktu satu bulan Ketua Pengadilan 
tersebut mengirim surat permohonan atau catatan tentang 
permohonan lisan itu beserta berkas perkaranya kepada Ke- 
tua Mahkamah Agung, disertai dengan pertimbangannya. "ak- 
tu satu bulan yang disebutkan dalam ayat ini, menurut pen­
dapat saya satu bulan setelah pengajuan permohonan oleh 
pemohon.

Peraturan Mahkamah Agung No. 1/1969 tersebut dica­
but oleh Peraturan Mahkamah Agung No. 1/1971> dan peratur­
an ini kemudian mengingatkan bahwa gugatan request civiel 
menurut aturan yang lama masih tetap berlaku, yaitu menu­
rut BRv.

2* Tin.iauan Yuridis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung TJo.
1/1980

Peraturan Mahkamah Agung No. 1/1980 seperti halnya 

denr;an peraturan Mahkamah Agung yang terdahulu* memberi- 
kan wewenang kepada Mahkamah Agung untuk mengadakan penin­
jauan kembalj. terhadap putusan yang telah memperoleh ke­
kuatan hukum yang bersifat tetap, Mengenai alasan-alasan 

yang dapat diajukan untuk permohonan peninjauan kembali
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terhadap putusan-putusan perkara perdata, pasal 1 Peratur­
an ini mengatur sebagai berikut;

a« apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan a- 
tau tipu muslihat dari pihak lawan yang diketahui 
setelah perkara diputus atau pada suatu keterangan 
saksi atau surat-surat bukti yang kemudian oleh ha­
kim pidana dinyatakan palsu;

b. apabila setelah perkara-perkara diputus, diketemu- 
kan eurat-surat bukti yang bersifat menetukan, yang 
pada waktu perkara diperiksa tidak dapat diketemu 
kan;

c. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak di- 
tuntut atau lebih dari pada yang dituntut;

d. apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum 
diputus tanpa difcertimbaneckan sebab-sebabnya;

e. apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu 
soal yang sama, atas dasar yang sama, oleh pengadi­
lan yang sama atau sama tingkatannya telah memberi- 
kan keputusan yang satu sama lain bertentangan;

•f. apabila dalam suatu putusan terdapat ketentuan-ke- 
tentuan yang satu sama lain bertentangan*
Paeal 2 sampai dengan pasal 8 Peraturan ini menga­

tur tentang prosedur permohonan request civiel • Pasal 2 

ayat 1 menetapkan bahwa pemohon request civiel harus pihak 
yang berkepentingan, ahli warisnya atau■seseorang wakilnya 
yang secara khusus dikuasakan. Ayat 2 dan 3 pasal ini me­

ngatur tentang tata cara pengajuan permohonan request ci­
viel yaitu dengan cara:
a, Menurut ayat duanya, permohonan diajukan secara tertu- 

lis dengan menyebutkan sejelas-jelasnya alasan yang di- 
jadikan dasar permohonan dan dimasukkan ke Kepaniteraan 
Pengadilan yang bersangkutan dengan perkara tersebut 
atau dia-jukan langsung ke Mahkamah Agung.

b. Menurut ayat tiganya, apabila pemohon tidak dapat menu­
lis, maka dapat dengan cara menguraikan permohonannya
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secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan tersebut atau 
hakim yang ditunjuk olehnya, yang akan membuat catatan 
tentang permohonan itu.

Selanjutnya pasal 2 ayat if menetapkan bahwa, peng­

adilan tersebut mengirimkan surat permohonan atau catatan 
tentang permohonan lisan itu beserta berkas perkaranya 
kepada Ketua Mahkamah Agung. Pasal 3 Peraturan ini mengar- 

tur tentang jangka waktu diajukannya permohonan request 
civiel yaitu 6 (enam) bylan setelah terhadap putusan ter- 

eebut tidak lagi dapat diajukan perlawanan, banding atau 
kasasi* Apabila pihak yang bersangkutan meninggal dunia, 
maka menurut pasal ** ayat 1 , ahll wai'isnya dapat manga ju** 

kan permohonan peninjauan kembali dalam jangka waktu tiga 
bulan setelah yang bersangkutan meninggal dunia. Ayat 2 
pasal ini menetapkan bahwa apabila selama proses peninjau­
an kembali pemohon meninggal dunia, dapat dilanjutkan oleh 
ahli warisnya* Jika peninjauan kembali tersebut didasarkan 
atas pemalsuan, kebohongan, tipu muslihat atau penemuan 
bukti-bukti baru, jangka waktu permohonannya adalah sejak 
hari dimana hal-hal tersebut di .atas diketahui kalau hal- 
hal tersebut dapat dibuktikan secara tertulis.

Apabila Mahkamah Agung mengabulkan permohonan pe-
c

ninjauan kembali, maka menurut pasal 6 , Mahkamah Agung 
membatalkan-.keputusan yang bersangkutan dan selanjutnya 
memeriksa dan memutuskan perkaranya dengan mengembalikan 
pihak-pihak dalam kedudukan semula. Jika salah satu pihak
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telah menerima atau meriikmati sesuatu sebagai akibat dari 
putusan yang bersangkutan, maka ia harus mengembalikan. 
I'etapi pcrmohonan peninjauan kembali menurut pasal 7» ti­
dak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan 
hakim.

Menurut pasal 8, permohonan peninjauan kembali ha­
nya dapat-dilakukan 1 (eatu) kali saja.

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.7/1980, yang 

berisi tentang perihal Peraturan Mahkamah Agung No. 1/1980 
dalam hal yang tercantura di nomer 5 dijelaskan bahv/a Pera­

turan Mahkamah Agung ini merupakan penyesuaian dari Pera­
turan Mahkamah Agung Mo. 1/1969* dan yang didasarkan pada 
Undang-undang No, Ilf tahun 1970.

Seperti telah diuraikan di atas, bahwa Peraturan 
Mahkamah Agung No. 1/1969 telah dicabut oleh Peraturan 
Mahkamah Agung No. 1/1971. Tidak jelas apa yang dimaksud 
dengan penyesuaian terhadap Peraturan Mahkamah Agung yang 
telah dicabut tersebut.
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B A B  IV

P^:?BANDINGAN REQUEST CIVIEL DALAM 

P-CRUIIDANG-UNDAI'JGAN YANG PERNAH BEtfLAKU D INGAN PERATURAN 
MAHKAMAH AGUNG NO. 1/1980

1. PerbandinKan Dalam Prosedur Pelaksanaan

Dalam memperbandingkan prosedur pelaksanaan, disu- 
sun sistimatika sebagai berikut:
a. Pengadilan yang berwenang.

Menurut perundang-undangan Republik Indonesia, we- 

wenang mengadili gugatan, request civiel dilimpahkan pada 
Mahkamah Agung. Sedangkan BRv memberikan v/ewonang ini ke­
pada Pengadilan yang keputusannya dimintakan request ci­
viel. Jadi apabila wewenang menangani gugatan request ci­
viel dipegang oleh Mahkamah Agung, tidak ada persoalan a- 
pakah request civiel dapat dibanding atau dikasasi, kare­
na Mahkamah Agung sendiri merupakan badan poradilan yang 
tertinggi.

b. Prosedur pengajuan permohonan.
Dalam BRv pasal 390 ditetapkan bahv/a request civiel 

’̂ugatannya diajukan seperti mengajukan gugatan biasa kepa­
da pengadilan yang keputusannya dimohon untuk diadakan 
peninjauan kembali. Sedangkan dalam Peraturan Mahkamah A- 

gung Wo, 1/1969 pasal 2 ayat 6 dan dal am Peraturan
Mahkamah Agung No. 1/1980 pasal 2 ayat 2, 3> k pada dasar-

3k
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nya pengaturan mengenai permohonan request civiel adalah 
.jama, yaitu baik permohonan secara lisan maupun tertulis 
ul:nasukkan ke Kepaniteraan Pengadilan yang bersangkutan, 
dan Pengadilan ini yang akan meneruskan ke Mahkamah Agung. 

Tentang waktu pengiriman, Peraturan Mahkamah Agung No, 1/ 

1969 i..Giiiborikan batasan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan, 
s dangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1/1980 tidak 

itu;notapkan secara pasti, hanya member! klausula "sogera 
rr;ongirimkan,r, dan diperbolehkan untuk mengirimkan secara 
Jangsung ke Mahkamah Agung.
c. Batas waktu pengajuan permohonan.

Dalam Bkv diatur secara terperinci dan mendetail. 
iatas waktu tersebut diklasifikasikan menjadi:
(1) untuk batas waktu biasa ditetapkan 3 (tiga) bulan

terhitung mulai vonis dijatuhkan, untuk verstek mulai 
tidak berlakunya pengajuan verzet. 3agi yang belum 
dev/asa dihitung mulai setelah memasuki umur dewasa.

(i ) bagi mereka yang meninggal dunia, diperlakukan pasal 
2/fl yaitu 3 (tiga) bulan setelah moni.nggal dunia.

(i,) dalam masalah penipu&n, kepalsuan, diketemukan bukti- 
bukti baru dan sebagainya, dihitung mulai. diketemukan 
atau diketahuinya hal-hal tersebut, yang secara ter­
tulis dapat dibuktikan.

(O dalam hal ada pertentangan dari vcnis-vonis yang di­
jatuhkan, terhitung mulai vonis terakhir dijatuhkan. 
’agi verstek terhitung mulai dari v/aktu tiJak berla-
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kunya verzot.
(y) apabila memorlukan keputusan dari pengadilan lainnya 

yang sidangnya rnasih berlangsung, dihitung mulai ja- 
tuhnya keputusan.

Peraturan Kahkamah Agung No. 1/1969 hanya mengatur 
secara garis besar dengan roenentukan batas waktu 3 (tiga) 
bulan untuk Jawa dan Madura, dan 6 (enam) bulan untuk lu- 
ar Jawa dan Madura. Hanya hal-hal mengenai masalah dike-* 
temukan bukti-bukti yang dulu tidak diketeinukan dan dike- 
tuhuinya hal-hal yang baru, ditetapkan semen jak diketernu- 
kan atau diketahui hal-hal dan bukti-bukti tersebut, dan 
hal ini harus dibuktikan secara tertulis. Peraturan Mah- 
kamah Agung Mo. 1/1980 secara umum mengatur batas waktu 6 
(onari,) bulan dengan menarribahkan batasan bahwa keputusan- 
t-rsebut tidak dapat dibanding atau dikasasi. Peraturan 
ini tidak merribedakan batas waktu untuk Jawa dan Madura. 

7ont\.ng hal moninggalnya pihak yang bersangkutan, diberi- 
K;sn batas waktu tiga bulan setelah kernatian yang bersang- 
/;i. ti;n. Dalam hal adanya pemalsuan, kebohongan, tipu musli- 

hat atau panemuan bukti-bukti baru, jangka waktu permohon­
an tiitotafkan sama dengan pengaturan dalam ftrtV maupun Pe- 
r:-jturan Mahkamah Agun.̂ ; No. 1/1969*

Tata cara lainnya pada pokoknya saua, hanya dalam 
v t.iasiii dipermasalaJikan apakah request civiel dapat dl­

l' riding atau dikasasi, karena pengajuannya seperti guga- 
tafi biasa. Sedangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung hal
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ini tiJak ojn,un,;k i n.^n Itarena badan yang berwonang hanya- 
1 ’ i. oiti' a$u ah A,; 'U ]i ̂ *

Pcrh^nuinran Ua.lani i.atori Perkara

i)ala:n 3.<v purkara-perkara yang dapat dimintakan re~ 
u. ot civiel naruo mempunyai alasan-al asan yang telah di- 
= L :* in ?*ru .oebagian taesar alasan-alesan t era ..but juca dite- 

.. on u: lara Peraturan Mahkamah Agung Ho. 1/1969 nan pun 
feraturan Mahkamah Agung Mo. 1/1980, walaupun ada 

r .r bc-iaan dalam susunan kata-katanya. Perbedaan yang me-
ii,y- I ok dalaw materi alasan-alasan yan^ aapat diajukan un­

tuk permohonan request civiel. ialah:
a. i>a.i •or* paaal 383 s bagi mereka yan*; dibawah uraur,

yon,; ‘j>;bolu!?nya tidak mendapatkan jerhatian atau oerr.be- 
Laan, actelah moreka dov/asa dapat uen^ajukan request 
civiel atas haknya yan^ dirugikan oleu putusan pengadi- 
Ian.' Klausula ini tJ dak terdaprt balk dalam Peraturan 

. <'-ukarnah Agung *,Q- 1/W69 maupun Mo. 1/1980.
u. 'oraturrn Mahkamah Agun., Ho. l/'l% () oasal 1 banian a

,r i .-.i klausula bahwa,. aoabil a -eraa^* t kokn 1 I .of an atau 
kukcLiruan Iiaklm ualar*. putua&nnya. Klausul.o i rd tjdak 
t ,r.*»apat pa la \\<v rraupun dalam Peraturan . ahkamah Agun*; 
o» 1/1'. 80. Kenurnt penaapat a ay*; klauoul- ini tidak 
p.Mu u\ towipatkan, karena tnengandun; peng^.rtian ŷ ng*
...afî’at luuo a an ^batrak•

Dal 'Jti oasal ? ayat k Peraturao al.ooi... 1.. .'.gun. !o. 1
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tahun I 69 dan pasal 'd ayat 2. Peraturan Mahkamah Agung ?!o* 
1/1a''G, hanya di sebutkun uahv/a prosedur pengajuan permo- 
hor.an dimasukkan kc Kepaniteraan Pengadilan tingkat perta- 

ma yang bersangkutan dengan porkara torsebut. Dan dalam 
,»eduooraturan tersebut diatas tidak disebutkan sama sc- 
kali. u.erigcnai putusan banding atau kasaci yang dapat di­
ns intakan request civiel. Sedangkan dalam '.îv pasal 389 di- 

-.cbutkan bahv/a gugatan request civiel diajukan kepada Pe­
ngadilan yang putusannya dimintakan request civiel. Jadi 
apabila putusan Pengadilan Tinggi yang dimintakan request 
civiel, maka pcngajuan permohonannya pada Pengadilan Ting­
gi tersebut, Dalam peraturan-peraturan Mahkamah Agung ti- 
uak uerdapat pengertian tersebut, yang man a seluruh permo- 
h^nan dimasukkan ke Kepaniteraan pengadilan tingkat perta- 
nit • Hanya dalam Perturan- Mahkamah Agung No. 1/1980 ada di- 
taijioahkan klausula bahwa pengajuan permclionan peninjauan 

-.eiubali putusan yang telah bersifat tetap dalar- perkara 
pyrdata dapat langsung ke Mahkamah Agung. Hal ini dapat 
berarti bahv/a apabila yang dimintakan peninjauan kembali 
putusan pengadilan tinggi atau kasasi, dapat langsung di- 
jui'an lie Mahkamah Agung. Tetapi hal ini tidak ada penga- 
turunnya yang jeJ.au, hanya tergantung dari penafsi.ran kata
f.ta tersebut di atas.
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I . .. >\xl an
Pad a haKekatnya istiish ruquobt oLv.io.1 adalah j stl- 

1 .ti oaham< acing yang rncmpunyai persarnaan arta Uen,;an i.s- 
liiah peninjauan kembali putusan pu-rl<ara perdata yang te- 
i an oor*;;i.fat tetap. ileh sebab itu istilah request civiel 

aa'>.jt d j pakai ko dal aw bahasa Indonesia sebagai ist i lah 
j uku:t sepcrti istilah hukum lainn.ya, karena pemakai.an kata 
h ... La dal am bahasa Indonesia yang mcropuuyai -jvc * y.-.n-, sama 
aengan request civiel, rn̂ rnbutuhkan susunan kata-kata ,yan/>; 

i;«in ang.
i-;equest civiel. tidak mengurongi kepastian hukum aa~ 

i-outu.’ĵ n pengadilan yang telah memperuleh kekuatan hu~ 
?\r:. y  ri ■ oerui fat tetap, karena request civiel dapat di­
al berlakukan aengan peroyaratan dari prosedur yang Ketat sl- 
fatnya. jjisamping itu request civiel juga berperan sebaga.i. 
jihagrJ hukir untun. raoncapoii keadilan.

i orheuaan yang prinsio antara pengaturan request 
civiul menurut rtrtv dengan poruridanK-undangan ;<epubj.ik i ri— 
wnef/ia ialah mengenai I’ertgadilan yun- u.rv/onang ruenangani 
,* u.:utan request caviei. Sedangkan prosedur lainnya pada (.o- 
'' -<nya sama. i.uasnya materi perkara yang dapat aimintakan 

clvjuJ, menurut unv ieoih luas dan leoili jelas* 
,<alum peruadang-undangan ^epubllk lnu ,ue;-:i a terutarua t era-

59
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turan Mahkamah Agung No, 1/1980, tidak ada pengaturan yang 
jelas mengenai permohonan request civiel terhadap putusan 
banding dan kasasi. Namun dapat disimpulkan bahwa baik putu­
san banding maupun kasasi, dapat dijangkau atau dapat di­
mintakan peninjauan kembalikarena putusan banding maupun 
kasasi adalah tidak lebih dari putusan yang telah mempero- 
leh kekuatan hukum yang tetap.

2, B a r a n
Seyogyanya Pemerintah bersama Dewan Perwakilan rtak- 

yat segera mengukuhkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1/1980 
aebagai peraturan pelaksana dari pada pasal 21 Undang-un- 
dang NO* 14 tahun 19?U. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada 
persoalan tentang kewenangan Mahkamah Agung dalam menge­
luarkan Peraturan tentang lembaga peninjauan kembali putu­
san yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Hendaknya dalam peraturan pelaksana diatur secara 
jelas mengenai permohonan.request civiel untuk keputusan 
banding dan kasasi, juga materi perkara yang dapat dimin­
takan request civiel dipcrluas, sehingga dapat menjangkau 
semaksimal mun&kin dari kekeliruan dan kekhilafan hakim.

Seperti istilah hukum lainnya, request civiel dapat 
aigunakan secara resmi untuk menggantikan istilah peninjau­
an kembali putusan yang; telah memperoleh kekuatan hukum yang 
tetap dalam perkara peraata.

Perlu dipertahankan wewonan& iiahkamah Agung dalam
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mcnangan.i. peninjauan kembali putusan yang telah morriperoioh
Kekuatan hukum yang tetap, karena Kahkarnali Agung merupakan 
puncak badan-badan peradilan yang terdlri dari hakim-hakim 
yang beirpengalarnan. hal ,ini perlu karena lembaga ini adalah 
up-.ya terakhir dalam mencari keadilan menurut hukum. »lad'i 
penanganan oleh hakim-hakim yang berpengalaman dapat rnem- 
['Orkeci.1 kemungkinan terjadinya kekhilafan hakim*
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